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meningkat baik intensitas maupun keragamannya,_ se

akibat dari <iumiah penduduk dan kegiatan pembangunan_ y«
semakin meningkat. Kenvataan yang ada diiapans
menun.iukkan bahwa di Kabupaten Gresik rnenunjlukkan ter.ladi-
nya kasus pertanahan yang beragam, fceadaan ini mertirribuikan
pernikiran mengenai hagaimana kondisi kasus-kasus pertanahan
di Kabupaten Gresik dilihat dari aspek .lumiah. .?enis dan
penyebarannya serta berbagai cara yang diternpuh _untuk
rnenyelesaikan kasus-kasus pertanahan vans te-iadi. Untut itu
penuiis tertarik mengadakan peneiitian tentang kasus-kasus
pertanahan di Kabupaten Gresik denaan .judui "STUDI TENTANG
KASUS-KASUS PERTANAHAN DI KABUPATEN GRESIK".

peneiitian deskriptif, dengan obyek penal itiannya adalah
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kasus pertanahan yang ter,?adi_di Kabupaten_Gresik dari tahun

kasus diluar badan peradiian sebanyak 34 kasus, kasus yang
masuk badan peradiian sebanyak 1S9 kasus <Pensadiian Ueseri
Gresik sebanyak 185 kasus, Pengadilan Tata Osaka Negara
sebanyak 4 kasus), kasus yang dilaporkan ke Kotak Pes tOOO
sebanyak 2 kasus. Menurut jenisnya kasus-kasus^ pertanahan
vang banyak ter.ladi adalah kasus vans berkaitan dengan
bidang Pendaftaran Tanah sebanyak 127 kasus. Penyebaran
kasus-kasus pertanahan adalah di
Kabupaten Gresik dan wiiayah yang paling

iurun K.ecarfi3Xc

hsnv?

•kns'us pertanahan adalah kecainati
>erbatasan langsung dengan *>.•>_>•.

:asus Per

i'T. ClO \.a f~>

kasus" (12,39 %) dan Kecamatan Henganti sebanyak_ 22 _ka

utang. Proses penanganan dan penyeiesaian feas
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang serta merupakan

faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan saat ini maupun

dimasa mendatang. Hal ini karena tanah memiliki multifungsi

yang merupakan komponen terpenting dari ekositem, berfungsi

sosial,ekonomi, hukum, politik, pertahanan dan keamanan.

Pentingnya kedudukan tanah dan nilai tanah dalam

kehidupan tidak sa,ia dari segi fisik, melainkan .iuga dari

segi politik dan ekonomi. Secara fisik tanah sangat penting

karena tanpa tanah tidak mungkin ada pembangunan, sebab

pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan diatas sebidang

tanah ( I Made Sandy : 143 ).

Dengan kedudukan tanah seperti yang telah dluraikan

diatas, maka tanah merupakan sumber daya induk dari sumber

daya lainnya, sehingga tanah merupakan titik temu bagi

kepentingan semua pihak. Hal ini tentu akan menimbulkan

banyak perbedaan kepentingan, bahkan benturan kepentingan.

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat baik karena

pertumbuhannya secara alami, arus urbanisasi serta

aktivitas masyarakat yang semakin beragam seiring dengan

perkembangan pembangunan nasional mengakibatkan makin

tidak berimbangnya kebutuhan tanah dengan persediaan tanah



perkotaan dan sekitarnya sebagai akibat pesatnya pembangu

nan, pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi dan perluasan

area industri tersebut semakin meningkatkan permasalahan di

bidang pertanahan.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan M. Khoidin

(1994), bahwa :

Kondisi umum sebuah kota, baik kota metropolitan,
kota besar, sedang maupun kota kecil tidak terlepas
dari masalah keterbatasan persediaan tanah, baik untuk
industri maupun pemukiman. Dinamisasi pembangunan kota
Fang bergeser ke arah industrialisasi menjadikan masa
lah tanah sebagai a,jang penyebab timbulnya konflik.

Disamping itu I Made Sandy (1977:21) juga mengatakan :

Pertambahan penduduk yang roakin pesat tersebut
apabila penyebaran penduduk tidak merata dan tidak
seimbang antar pulau maupun antar perkotaan dan
pedesaan akan memberikan tekanan pada sumber daya tanah
yang tersedia,

Meningkatnya masalah di bidang pertanahan merupakan

suatu indikasi bahwa tuntutan masyarakat untuk memperoleh

keadilan dalam pelayanan dan memperoleh perlindungan hukum

terhadap hak-haknya di bidang pertanahan semakin meningkat

pula.

Kasus-kasus pertanahan lebih banyak diakibatkan

tuntutan masyarakat karena adanya sistem politik dan

ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah, khususnya dalam

era orde baru yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi

yang lebih mengutamakan kepentingan golongan ekonomi kuat.



kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat dalam bidang

pertanahan maupun dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.

Karena kurang perhatian pemerintah terhadap kepentingan

rakyat kecil utamanya golongan ekonomi lemah yang

berlangsung selama tiga dasawarsa ini mengakibatkan

timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan

termasuk masalah di bidang pertanahan, maka menuntut

perlunya reformasi di segala bidang baik ekonomi, politik

dan htikum.

Dalam pelaksanaan reformasi di bidang hukum khususnya

yang menyangkut bidang pertanahan telah diamanatkan dalam

Garis Garis Besar Haluan Negara 1998, sektor 19, huruf c,

dimana :

Pembangunan hukum pertanahan ditujukan untuk
melandutkan penyempurnaan hukum sesuai dengan
perkembangan pembangunan. Keiembagaan pertanahan
disempurnakan dalam rangka meningkatkan pelayan yang
semakin sederhana dan efisien demi terwu^udnya sistem
pemgelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif
dan efisien yang meliputi tertib administrasi, tertib
hukum, tertib penggunaan tanah, tertib pemeliharaan
tanah dan lingkungan hidup.

Dalam penjabarannya harus tetap berpedoman pada UUPA

karena UUPA sebagai landasan kebijaksanaan di bidang

pertanahan atau keagrariaan memuat pengaturan yang bersifat

pokok-pokok berupa nilai dasar, yang dalam pelaksanaannya

memberikan peluang bagi upaya-upaya pengaturan guna

mengantisipasi setlap kebutuhan pembangunan sejalan dengan



dinamika ekonomi yang tinggi, masih membutuhkan areal yang
luas untuk perluasan daerah industri sebagai salah satu
asset daerah dan pendapatan daerah.

Di daerah yang dinamika ekonominya tinggi
mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat
sedangkan persediaan tanah terbatas sehingga manipulasi
data dapat terjadi karena data pertanahan yang tidak
terpantau dengan baik. Masalah pertanahan paling ruwet
dijumpai di daerah yang telah lama berkembang dan kota-kota
Yang menjadi pusat perdagangan. Masalah yang dihadapi di
bidang pertanahan cukup besar dan kita sadari bahwa
Pemecahan masalahnya memakan waktu dan mungkin tidak
eelamanya bisa tuntas, mengingat tanah itu merupakan ajang
pertemuan kepentingan semua pihak.

Atas dasar uraian diatas, perlu kiranya diadakan studi
untuk mengetahui lebih jauh fakta-fakta yang ada dilapangan
yang dapat menggambarkan secara keseluruhan tentang kasus-
kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Gresik, maka penulis
tertarik mengadakan peneiitian tentang kasus-kasus pertana
han dengan mengambil lokasi di Kabupaten Gresik dan
menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul "STUDI

TENTAHG KASUS-KASUS PERTANAHAH DI KABUPATEN GRESIK".



B. Rumusan Masalah

Persoalan tanah di Kabupaten Gresik pada tahun yang

akan datang akan terus meningkat. Hal ini bisa terjadi

antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk,

sedangkan luas tanah terbatas . Akibatnya pembangunan di

segala bidang meningkat dan tuntutan akan mutu kehidupan

yang lebih baik sebagai dampak positif dari keberhasilan

pembangunan yang dilaksanakan semakin berkembang.

Kesemuanya itu memerlukan tanah sebagai sarana dasarnya,

sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah

tersebut sebagai konsekwensi logis maka meningkat pxila

berbagai kasus tanah.

Selain itu sebagai akibat dari kesadaran hukum

masyarakat dan hak azasi manusia terutama yang tinggal di

perkotaan cenderung meningkat kuantitas dan kualitasnya,

menumbuhkan keberanian masyarakat untuk menuntut hak-haknya

yang dianggap kurang mendapat proporsi yang wajar di dalam

wadah negara hukum. Dalam era keterbukaan Pemerintah telah

membuat kebijaksanaan untuk menampung keluhan warga

masyarakat tersebut dalam wadah Kotak Pos 5000, Peradiian

Tata Usaha Negara dan Badan Peradiian lainnya.

Kasus-kasus pertanahan pada dasarnya sangat bervariasi,

namun pada umumnya di negara Indonesia dapat dikelompokkan



1. Pendudukan tanah secara tidak sah atau tanpe. ijin.
2. Sengketa mengenai tanah-tanah bekas partikelir atau

tanah negara dan salah satu penyelesaian ganti
keruglaii dan redistritousi tsmmk stoyek lasidrefor®.
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2. Apa penyebab timbulnya kasus-kasus pertanahan di Kabupa

ten Gresik ?

3. Bagaimana penyelesaian kasus-kasus pertanahan tersebut?

C. Pembatasan Masalah

Agar peneiitian ini mencapai sasaran yang diinginkan

dan menyadari akan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan

yang penulis miliki, maka diperlukan pembatasan masalah

peneiitian yaitu :

a. Peneiitian ini hanya menyangkut kasus-kasus pertanahan

yang terjadi di Kabupaten Gresik yang sudah didata di

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

b. Kasus-kasus pertanahan yang masuk menjadi perkara

perdata di Pengadilan Negeri.

c. Kasus-kasus pertanahan yang masuk menjadi perkara

perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara.

d. Kasus-kasus pertanahan tersebut terjadi di Kabuapten

Gresik dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 dibahas

berdasarkan ketentuan yang ada dalam UUPA serta

perangkat peraturan pelaksanaannya.

D. Tu<$uan dan Kegunaan Peneiitian

1. Tujuan Peneiitian :

a. Untuk mengetahui jumlah dan jenis kasus-kasus

pertanahan yang terjadi serta penyebarannya di

Kabupaten Gresik.
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